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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap manusia yang hidup di dunia ini menginginkan kehidupan yang 

baik dan berkecukupan juga layak untuk kesejahteraan bersama keluarga. 

Namun, saat ini kebanyakan fakta tersebut tidak semua orang bisa 

mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan dan harapannya. 

Seiring dengan hal itu, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik itu 

kebutuhan primer dan lainnya yang tidak dapat ditunda bahkan terdesak oeh 

keadaan, kemudian mendorong munculnya kegiatan ekonomi informal dalam 

berbagai bentuk. Sebagai alternatif upaya pemenuhan kebutuhan primer yang 

dikembangkan oleh manusia itu sendiri. Bentuk kegiatan ekonomi informal 

yang paling digandrungi saat ini adalah melakukan transaksi perekonomian di 

pinggir jalan. 

Jalan merupakan suatu hal yang penting di daerah manapun, 

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dijalan juga akan 

mempengaruhi keselamatan bagi para pengguna jalan, baik pejalan kaki 

maupun pengendara motor, mobil, truk dan pengendara kendaraan lainnya. 

Sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan juga solusi yang menyeluruh. 

Peraturan Daerah adalah produk hukum yang dibuat secara bersama-sama oleh 

Pemerintah Daerah. Pada tingkat Provinsi, Peraturan Daerah dibentuk oleh 

Gubenur bersama-sama dengan DPRD Provinsi, sedangkan pada tingkatan 
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Kabupaten/kota, Peraturan Daerah dibentuk oleh Bupati/Wali Kota bersama-

sama dengan DPRD Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah sebagaimana pada 

peraturan hukum umumnya, berlaku secara umum dan mengikat untuk 

masyarakat tanpa terkecuali, sebagai hasil karya yang dibuat oleh Pemerintah 

Daerah dan sudah seharusnya mengarah kepada hal yang lebih baik, Peraturan 

Daerah memuat penjabaran peraturan yang lebih tinggi tingkatannya, 

kepentingan umum serta menampung kepentingan khusus dari masing-masing 

daerah.
3
 

Seiring dengan perkembangan sosial, kebutuhan masyarakat yang 

semakin bertambah dengan wilayah yang tidak bertambah. Pemerintah 

Kabupaten Blitar dalam hal ini mengeluarkan Peraturan daerah yang mengatur 

tentang ketertiban dan ketentraman masyarakat yaitu Peraturan daerah Nomor 

6 Tahun 2018. Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk terwujudnya 

Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat di lingkungan 

wilayah Daerah, dan terwujudnya masyarakat yang memiliki kesadaran 

hukum untuk mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
4
 Pengaturan 

mengenai ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat harus diarahkan 

guna pencapaian kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan 

masyarakat, dan oleh karena itu ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah 

perlu disesuaikan dan diatur sesuai dengan berjalanya perkembangan, 

kebutuhan dan perubahan masyarakat. 

Masih banyaknya penyalah gunaan trotoar yang tidak ditempatkan 

                                                           
3
 Ani Sri Rahayu, Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya, 

(Sinar Grafika, Malang, 2017), hal.1. 
4
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sebagai fungsinya, masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan dan 

parkir di trotoar sedangkan kegunaan dari trotoar tersebut adalah untuk pejalan 

kaki. Problem tersebut sebagai salah satu bukti bahwa dengan adanya 

Peraturan daerah ini masih belum bisa membuat masyarakat mengerti 

bagaimana tertib yang seharusnya dan terjadinya hal ini adalah akibat dari 

masyarakat yang belum faham akan Peraturan daerah atau mungkin dengan 

masyarakat berjualan ditempat yang tidak seharusnya adalah hal yang tertib 

bagi masyarakat itu sendiri. 

Hal ini apabila terus dibiarkan maka akan ada hak hak orang lain yang 

dilanggar seperti hak pejalan kaki untuk berjalan diatas trotoar malah 

digunakan untuk arena parkir dan berjualan oleh para pedagang, sehingga 

membuat pejalan kaki turun kejalanan raya yang hal itu dapat mengakibatkan 

bahaya untuk pejalan kaki dan pengendara pengguna jalan lainnya. Lemahnya 

implementasi dari Peraturan Nomor 6 Tahun 2018 ini, karena partisipasi dari 

masyarkat yang sangat amat kurang, dari sini peneliti melihat adanya ketidak 

sesuaian dari isi peraturan daerah Kabuapten Blitar Nomor 6 Tahun 2018 ini 

pada Bab IV Pasal 10 Bagian d dan g yang mana tidak diperbolehkannya 

trotoar untuk digunakan sebagai tempat usaha namun masih saja ada beberapa 

masyarakat yang mempergunakan trotoar untuk berjualan. Selain dari masalah 

aparat yang berwenang kurang tegas mengatur ketertiban arena parkir dan 

para PKL, tentunya juga yang berperan penting terhadap kesemrawutan yang 

mereka timbulkan akibat dari kurangnya lahan untuk parkir dan pedagang  

yang berjualan di trotoar. 



4 

 

 

 

Adapun menurut Djazuli, ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat dalam Fiqih Siyasah harus mencakup prinsip tindakan yang dapat 

mengatur rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari 

kerusakan.
5
 Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu 

keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah, dan masyarakat 

dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib, dan teratur. Dalam Fiqih 

Siyasah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah mencakup 

hubungan antara sesama manusia luas (Muamalah). Upaya mewujudkan 

ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, pendekatan yang dilakukan 

adalah pendekatan mursalah, karena metode tersebut sangat sesuai dengan 

kondisi dan tempat demi mewujudkan suatu kemaslahatan. 

Penulis tertarik dalam memilih dan menentukan judul tersebut adalah 

diantaranya bahwa pada saat ini pengguna fasilitas umum banyak yang tidak 

digunakan sesuai fungsi dan ketepatannya, seperti halnya trotoar digunakan 

sebagai tempat berjualan ataupun sebagai tempat parkir. Sehingga pejalan kaki 

menjadi jalan di jalan raya, yang mana akan berpengaruh terhadap 

keselamatan juga mengganggu pengendara kendaraan lainnya. Juga 

berdasarkan peraturan daerah setempat trotoar bukanlah tempat parker dan 

berjualan, memilih perda ini karena masih banyaknya pelanggaran di daerah 

tersebut, dan juga kurangnya kesadaran masyarakat pedagang pendatang 

maupun pedagang setempat.  

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana 

                                                           
5
 Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah, 

(Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), hal.3. 
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Efektivitas Perda No. 06 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban 

Umum Ketentraman dan perlindungan masyarakat di jalan dan bagaimana 

Perspektifnya dalam Fiqih Siyasah. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Perda No. 06 tahun 2018 

Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ketentraman dan 

Perlindungan Masyarakat di Jalan Berdasarkan Perspektif Hukum 

Islam”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, peneliti 

membatasi permasalahan ke dalam identifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Efektivitas Perda No. 06 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan 

Ketertiban Umum Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat di Jalan ? 

2. Bagaimana Efektivitas Perda No. 06 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan 

Ketertiban Umum Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat di Jalan 

Berdasarkan Perspektif Hukum Islam ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka peneliti 

mengharapkan dapat mencapai tujuan yaitu: 

1. Untuk memahami Efektivitas Perda No. 06 tahun 2018 Tentang 

Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ketentraman dan Perlindungan 

Masyarakat di Jalan. 

2. Untuk memahami Efektivitas Perda No. 06 tahun 2018 Tentang 
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Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ketentraman dan Perlindungan 

Masyarakat di Jalan Berdasarkan Perspektif Hukum Islam. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Pada penelitian terdapat manfaat yang diharapkan dapat dicapai. 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan 

dapat dijadikan sebagai referensi penelitian selajutnya terkait Efektivitas 

Perda No. 06 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum 

Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat di Jalan Berdasarkan 

Perspektif Hukum Islam. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis  

Melalui penelitian ini penulis dapat mempelajari lebih dalam 

mengenai Efektivitas Perda No. 06 tahun 2018 Tentang 

Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ketentraman dan Perlindungan 

Masyarakat di Jalan dan Perspektifnya dalam Hukum Islam. 

b. Bagi Pemerintah Desa dan Daerah 

Dapat menjadi acuan dalam memperbaiki ketertiban dan 

kenyamanan masyarakat desa di Srengat guna menciptakan kehidupan 

yang tertib dan ketentraman sesuai dengan Peraturan Daerah No 6 

Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan 
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Ketentraman Masyarakat di Jalan Berdasarkan Hukum Positif dan Fiqih 

Siyasah di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar. 

c. Bagi peneliti berikutnya 

Diharapkan agar peneliti lain dapat mengkaji lebih dalam ataupun 

membuat studi perbandingan mengenai permasalahan-permasalahan 

yang berkaitan dengan Efektivitas Perda No. 06 tahun 2018 Tentang 

Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ketentraman dan Perlindungan 

Masyarakat di Jalan dan Perspektifnya dalam Hukum Islam. 

d. Bagi UIN SATU Tulungagung 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah rujukan dan referensi 

akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi civitas akademika 

mengenai Efektivitas Perda No. 06 tahun 2018 Tentang 

Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ketentraman dan Perlindungan 

Masyarakat di Jalan dan Perspektifnya dalam Hukum Islam. 

e. Bagi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum 

Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi ilmiah dan 

menambah referensi baru pada kajian tentang Efektivitas Perda No. 06 

tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ketentraman 

dan Perlindungan Masyarakat di Jalan dan Perspektifnya dalam Hukum 

Islam. 
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E. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam 

memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu 

adanya penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan yaitu sebagai berikut:  

1. Penegasan Konseptual 

a. Implementasi  

Implementasi ialah pelaksanaan, penerapan. Implementasi ialah 

kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu kepada 

aturan tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan. Intinya, 

implementasi dapat dilakukan bila sudah terdapat rencana atau konsep 

acara yang hendak dilakukan.
6
  

b. Perda No. 06 Tahun 2018  

Perda Blitar No. 06 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban 

umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat di jalan. Maksud 

dibentuknya peraturan daerah ini adalah menjamin kepastian hukum 

atas ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat di 

daerah dan sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum kepada 

masyarakat untuk mentaati ketentuan peraturan perundangundangan.
7
 

c. Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat 

Ketertiban mengandung arti suatu kondisi yang teratur atau tertata 

dengan tidak ada suatu penyimpangan dari tatanan yang ada. Ketertiban 

                                                           
6
 E. Mulyasa, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, (Jakarta, Bumi Aksara, 

2013), hal. 56. 
7
 Perda Blitar No. 06 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, 

Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat di Jalan pdf, hal. 10 
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ini erkait dengan kepatuhan, karena dengan rasa patuh tidak akan terjadi 

penyimpangan, dengan tidak adanya penyimpangan maka berarti tertib. 

Ketertiban umum merupakan suatu asas dan standard yang 

dibentuk oleh badan pembuat undang-undang atau oleh Pengadilan 

sebagai suatu dasar atau asas yang penting bagi suatu negara dan semua 

masyarakat.
8
 Pengadilan terkadang menggunakan istilah ini untuk 

membenarkan keputusannya, pada saat menyatakan suatu kontrak 

adalah batal karena bertentangan dengan ketertiban umum dan juga 

diartikan sebagai suatu kebijakan hukum. 

Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan dinamis yang 

memungkinkan Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan 

dengan aman, tentram, tertib dan teratur. Ketentraman dan Ketertiban 

masyarakat sangat penting dan menentukan dalam kelancaran jalannya 

Pemerintahan, pelaksanaan dan pembangunan serta pembinaan 

ketentraman dalam suatu wilayah daerah sehingga tercapainya tujuan 

pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat.
9
 

Perlindungan masyarakat berkaitan mengenai perlindungan hukum 

yang berarti tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari 

perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan 

aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga 

memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai 

                                                           
8
 Jonaedi Efendi dkk, Kamus Istilah Hukum, (Jakarta, KENCANA, 2016), hal. 188 

9
 Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan 

Ketertiban Umum, Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat. 
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manusia.
10

 

d. Hukum Islam 

Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang 

bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur 

tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat 

yang lebih singkat, hukum islam dapat diartikan sebagai hukum yang 

bersumber dari ajaran islam.
11

 Hukum Islam atau syariat Islam yaitu 

hubungan manusia dengan Allah SWT yang berupa perintah yang 

berdasarkan wahyu Allah SWT untuk seluruh manusia yang dibawa 

oleh Nabi Muhammad SAW yang berkaitan atas keyakinan serta 

peraturan-peraturan yang mengikat atas tingkah laku oleh seluruh 

pemeluk muslim.
12

 

Siyasah syar’iyyah yakni Siyasah yang dihasilkan oleh pemikiran 

manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan 

memperhatikan prinsip-prinsip umum syari‟at dalam mengatur hidup 

manusia bermasyarakat dan bernegara. Siyasah syar’iyyah disebut juga 

politik ketatanegaraan yang bersifat syar‟i. 

2. Penegasan Operasional 

Berdasarkan penegasan konseptual di atas maka secara operasional 

yang dimaksud dengan “Efektivitas Perda No. 06 tahun 2018 

Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ketentraman dan 

                                                           
10

 Setiono, Rule of Law, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas 

Maret, 2004), hal.3. 
11

 Syekh Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Usul Fiqih, (Jakarta: PT Rineka Cipta,1993), hal. 123 
12

 Barzah Latupono dkk, Buku Ajar Hukum Islam, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hal 4-5 
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Perlindungan Masyarakat di Jalan Berdasarkan Perspektif Hukum 

Islam” adalah penelitian yang terkait dengan penerapan peraturan 

daerah Blitar No. 06 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban 

umum ketentraman dan perlindungan masyarakat di jalan.  

Peraturan tersebut merupakan kepastian hukum atas ketertiban 

umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat di daerah dan 

sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat 

untuk mentaati ketentuan peraturan perundangundangan. Kemudian 

penerapan peraturan daerah Blitar No. 06 tahun 2018 tentang 

penyelenggaraan ketertiban umum ketentraman dan perlindungan 

masyarakat di jalan dianalisis melalui Perspektif Hukum Islam secara 

prinsip dan dasar-dasar hukumnya. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan pendekatan pemikiran mengenai hal-hal apa saja 

yang menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini, peneliti menyusun 

sistematika penulisan yang terdiri dari enam bab, dimana masing-masing bab 

berhubungan satu sama lain, yaitu: 

Bagian awal terdiri dari: halaman sampul, halaman judul, halaman 

persetujuan, halaman pengesahan, moto dari peneliti, persembahan-

persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar isi table, daftar lampiran, serta 

daftar abstarak. 

BAB I Pendahuluan, Dalam bab pendahuluan ini membahas tentang 
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Pendahuluan, meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II Tinjauan Pustaka, Pada bab ini membahas tentang Perda No. 

06 tahun 2018Pasal 10 bagian D, G dan H. Tinjauan Perspektif Fiqih Siyasah 

tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ketentraman dan Perlindungan 

Masyarakat di Jalan, dan Penelitian terdahulu. 

BAB III Metode Penelitian, Pada bab ini akan menjelaskan tentang 

Jenis penelitian, Lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumberdata, 

pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap 

penelitian. 

BAB IV Paparan Hasil Penelitian, Dalam bab ini akan diuraikan 

data-data hasil penelitian tentang Efektivitas Perda No. 06 tahun 2018 

Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ketentraman dan Perlindungan 

Masyarakat di Jalan Berdasar Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di 

Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar) dan Temuan penelitian. 

BAB V Pembahasan, Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan 

pembahasan mengenai  Efektivitas Perda No. 06 tahun 2018 Tentang 

Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ketentraman dan Perlindungan 

Masyarakat di Jalan Berdasar Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus di 

Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar) 

BAB VI Penutup, Dalam bab ini berisi kesimpulan sebagai hasil dari 

penelitian, dan juga berisikan saran-saran dari penulis mengenai penelitian 
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yang bertujuan untuk kemajuan bersama. 

Bagian Akhir, Pada bagian akhir ini berisikan daftar rujukan, 

lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan/skripsi dan daftar 

riwayat hidup. 

  


